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Yth. 1. Sekretaris KPU Provinsi

2. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
di-

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR : 2 Tahun 2021

TENTANG

KEWENANGAN DAN MEKANISME PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DAN

PELAKSANA TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT

A.

B.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM BIDANG
KEPEGAWAIAN

Latar belakang

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian
pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
dan untuk meningkatkan integritas serta mempermudah mekanisme
penunjukkan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam hal pejabat
struktural definitif berhalangan, perlu melakukan perubahan terhadap
pedoman tentang penunjukan dan kewenangan pelaksana harian dan
pelaksana tugas jabatan struktural di lingkungan Sekretariat KPU
Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam bidang

kepegawaian.

Maksud dan Tujuan
Maksud dan Tujuan ditetapkan Surat Edaran ini, yaitu:
1. menjadi pedoman bagi Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU

Kabupaten/Kota dalam melakukan penunjukan Pelaksana Harian
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Pelaksana Tugas sehingga proses kerja tetap berjalan efektif meskipun
pejabat definitif berhalangan; dan

menentukan batas kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini meliputi kewenangan dan mekanisme penunjukan

Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

(Sekretaris KPU Provinsi), Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas

pada Sekretariat KPU Provinsi serta Jabatan Pengawas pada Sekretariat

KPU Kabupaten/Kota, yaitu:

1.

Definisi;

2. Kewenangan,

3. Pejabat yang berwenang.

D. Dasar Pelaksanaan

13

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6477);
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1763);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021
tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam

Aspek Kepegawaian.

Edaran

Definisi Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan ditentukan bahwa:

a. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin
dari pejabat definitif yang berhalangan sementara;

b. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin
dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas

a. Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil
keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang
berdampak pada perubahan status hukum di bidang kepegawaian;

b. Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil
keputusan dan/atau tindakan di bidang kepegawaian yang meliputi

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai,
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Adapun kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di

bidang kepegawaian antara lain meliputi:

1) melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja
pegawai;

3) menetapkan surat kenaikan gaji berkala;

4) menetapkan cuti selain cuti di Luar Tanggungan Negara dan cuti
yang akan dijalankan di luar negeri;

5) menetapkan surat tugas pegawai,

6) menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan;

7) menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan
antar instansi;

8) memberikan izin belajar;

9) memberikan izin mengikuti seleksi jabatan administrasi; dan

10) mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan
kompetensi.

Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas sebagaimana

huruf ¢ menyesuaikan kewenangan berdasarkan jenjang jabatan

definitif sebagaimana Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi

Pemilihan Umum Nomor 345/Kpts/Setjen/TAHUN 2013 tentang

Pendelegasian Wewenang di Bidang Kepegawaian Kepada Pejabat

pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

3. Pejabat yang berwenang menetapkan Surat Perintah Penunjukan

Pelaksana Harian :

a.

Surat Perintah Penunjukan Pelaksana Harian Sekretaris KPU
Provinsi ditetapkan oleh Ketua KPU Provinsi,
Surat Perintah Penunjukan Pelaksana Harian Sekretaris KPU

Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota;
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c. Surat Perintah Penunjukan Pelaksana Harian Pejabat Administrator
dan Pejabat Pengawas pada Sekretariat KPU Provinsi oleh Sekretaris
KPU Provinsi/Pelaksana Tugas Sekretaris KPU Provinsi;

d. Surat Perintah Penunjukan Pelaksana Harian Pejabat Pengawas
pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota oleh Sekretaris KPU
Kabupaten/Kota atau Pelaksana Tugas  Sekretaris KPU
Kabupaten/Kota.

Pejabat yang berwenang menetapkan Surat Perintah Penunjukan

Pelaksana Tugas :

a. Surat Perintah Penunjukan Pelaksana Tugas Sekretaris KPU
Provinsi ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU;

b. Surat Perintah Penunjukan Pelaksana Tugas Sekretaris KPU
Kabupaten/Kota dan Pejabat Administrator pada Sekretariat KPU
Provinsi ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU berdasarkan
usulan Sekretaris KPU Provinsi,

c. Surat Perintah Penunjukan Pelaksana Tugas Pejabat Pengawas pada
Sekretariat KPU Provinsi ditetapkan oleh Sekretaris KPU Provinsi;

d. Surat Perintah Penunjukan Pelaksana Tugas Pejabat Pengawas pada
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Sekretaris KPU
Provinsi berdasarkan usulan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Surat Perintah Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas

sebagaimana angka 3, 4c, dan 4d ditembuskan kepada Sekretaris

Jenderal.

Dalam hal pejabat yang berwenang penandatangan Surat Perintah

penunjukan Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas berhalangan

menjalankan tugasnya, Surat Perintah ditetapkan oleh Atasan Pejabat
yang berwenang secara berjenjang;

Surat Perintah sebagaimana dimaksud di atas dibuat sesuai format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau

Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya.

Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas bukan jabatan definitif, oleh

karena itu Pegawai Negeri Sipil yang diperintahkan sebagai Pelaksana
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Harian atau Pelaksana Tugas tidak diberikan tunjangan jabatan

struktural;

Penunjukan sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak

boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan

definitifnya dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan
jabatan definitifnya;

Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian

melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) hari, dan dapat

diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari;

Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas,

melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, dan dapat

diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan;

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan

Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana hanya dapat

ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dalam

Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator atau Jabatan

Pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi atau setingkat lebih

rendah;

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dapat ditunjuk

sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dengan ketentuan:

a) Pejabat Fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai
Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama (Sekretaris KPU Provinsi), Jabatan Administrator, atau
Jabatan Pengawas;

b) Pejabat fungsional jenjang ahli muda dapat ditunjuk sebagai
Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Jabatan Administrator atau
Pengawas; dan

c) Pejabat fungsional jenjang ahli pertama dapat ditunjuk sebagai
pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Jabatan Pengawas.

Penunjukkan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 14

disesuaikan dengan kebutuhan dan struktur organisasi masing-masing

unit kerja/satuan kerja;
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16. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian
atau Pelaksana Tugas telah berakhir masa tugasnya, maka yang

bersangkutan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pejabat yang
definitif.

Penutup

Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 16
Tahun 2020 tentang Penunjukan dan Kewenangan Pelaksana Harian dan
Pelaksana Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota dalam Bidang Kepegawaian, dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Maret 2021

ekretaris Jenderal

Tembusan Yth. :

1

2.
3.
4

Bapak Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum (sebagai laporan);

Bapak Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Litbang;
Ketua KPU Provinsi Seluruh Indonesia;

Ketua KPU Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.



Lampiran Surat Edaran
Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor : 2 Tahun 2024
Tanggal -2 Maret 2021

SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN/PELAKSANA TUGAS***)

NOTIOL? ..o v memm mmiemamss b s RS ]
..................................................................... *)
Dasar N ;%)
D', i s v smieismait s sammnnnn s o' enismns il
MENUNJUK :
Kepada : Nama B e mrmmmain o 8 el § 4 PR § 5 3 S |
NIP B iR S ARV R S ARRARAGA T S FEE )
Parigkat [ Gol. RUBIYE ! cunsiossss s sossmenns s o wnsssns s asnais )
Jabatan G A X 5.5 SRR € b 4 R A SR *)
Untuk : 1. terhitung mulai tanggal ........... *) di samping jabatannya
SEDAGAL  .ovseavemmvasess **) juga melaksanakan tugas sebagai
Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas ***) .................... i
2. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh
tanggung jawab.
3. melaporkan  pelaksanaan  tugas  sebagai  Pelaksana

Tembusan Yth.:

| [ *)
D e *)
Keterangan:

Harian/Pelaksana Tugas***) kepada pejabat definitif.

Ditetapkan di......
Pada tanggal ......

...................................

...................................

*) : Pilih salah satu.

**)

: isi sesuai dengan jabatan definitive yang diduduki saat ini.

**%) . pilih salah satu.
**k%) 1 isi jabatan yang akan diduduki.



